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ABSTRACT:  The crime of sexual abuse is a type of criminal offense that relates to 

the sexual activities of a person with another person who is helpless, such as a child 

or woman. Sexual abuse, even if committed by a child to a child, of course still has 

legal consequences. According to article 1 paragraph 1 of law number 11 of 2012 

concerning child protection, namely those who are not yet 18 (eighteen) years old, 

including children who are still in the womb. Factors that influence child sexual 

abuse include internal factors and external factors. In internal factors there are 

several points including biological, psychological and low faith factors. And in 

external factors there are several points such as family factors, environment, 

education, technology and dating relationships. Efforts to prevent the occurrence 

of criminal acts of sexual abuse, parents pay more attention and understanding to 

children so that children are not trapped let alone become victims of criminal acts 

of sexual abuse that can damage the future of children.  The type of research used 

by the author is normative law research using normative case studies in the form of 

legal behavior products, for example examining the Law. And the method used to 

collect research data is library research and documentation, library research 

techniques are applied by conducting research on various reading sources, namely 

books, legal magazines, opinions of scholars and also legal journals. 

Documentation research technique is a method used to obtain data and information 

in the form of books, archives, documents, written figures and images in the form 

of reports and information that can support research. The documentation technique 

serves as valid and official evidence, such as the decision document under study, 

namely Decision No. 21/PID.SUS-Child/2023/PT Mdn. The conclusion based on 

the results of the study shows that the application of Law No.23 of 2002 Jo Law 

No.11 of 2012 to the case in Decision No.21/PID.SUS-Child/2023/PT MDN has 

been implemented because the victim is still a minor so that he gets special 

protection for children in conflict with the law as referred to in Article 59, including 

children in conflict with the law and child victims of criminal acts, is the obligation 

and responsibility of the government and society, as stated in Law No.23 Article 64 

paragraph 1 of 2002. 

Keywords: Sexual Abuse, Criminal Offense, Child. 

 

ABSTRAK:  Tindak pidana pencabulan merupakan suatu jenis tindak pidana yang 

berkaitan dengan aktifitas seksual seseorang dengan orang lain yang tidak berdaya, 

seperti anak-anak atau perempuan. Pencabulan sekalipun dilakukan oleh anak 

kepada anak tentu saja tetap memiliki konsekuensi hukum. Menurut pasal 1 ayat 1 
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undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang perlindungan anak yaitu yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Faktor yang mempengaruhi pencabulan yang dilakukan Anak meliputi faktor 

internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal terdapat beberapa point 

diantaranya faktor biologi, psikologis dan rendahnya iman. Dan pada faktor 

eksternal terdapat beberapa point seperti faktor keluarga, lingkungan, pendidikan, 

teknologi dan hubungan pacaran. Upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana 

pencabulan orang tua lebih memberikan perhatian dan pemahaman terhadap anak 

supaya anak tidak terjebak apalagi menjadi korban tindak pidana pencabulan yang 

dapat merusak masa depan anak.  Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis ialah 

penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus 

normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Dan 

metode yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian adalah penelitian 

kepustakaan dan dokumentasi, teknik penelitian kepustakaan diterapkan dengan 

cara melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, 

majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga jurnal-jurnal hukum. Teknik 

penelitian dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data 

dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang 

berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Teknik 

dokumentasi berfungsi sebagai bukti yang sah dan resmi, seperti dokumen putusan 

yang diteliti yaitu Putusan No. 21/PID.SUS-Anak/2023/PT Mdn. Kesimpulan 

berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan undang-undang No.23 

Tahun 2002 Jo UU No.11 Tahun 2012 terhadap kasus pada putusan 

No.21/PID.SUS-Anak/2023/PT MDN telah terlaksana karena korban masih 

dibawah umur sehingga mendapat perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan 

dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang 

berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban 

dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, sebagaimana yang tertera dalam 

undang-undang No.23 pasal 64 ayat 1 Tahun 2002. 

Kata Kunci: Pencabulan, Tindak Pidana, Anak. 

 

 PENDAHULUAN   

Semakin majunya tingkat perkembangan teknologi di kalangan masyarakat tentunya 

dapat memberikan kemajuan pada masyarakat, namun tentu juga dapat berdampak buruk jika 

perkembangan teknologi disalah gunakan. Seringnya mengakses internet dikhawatirkan 

bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tetapi malah 

mengakses hal-hal yang  tidak  baik,  seperti pornografi, game online. Bahkan dapat terkena 

cyber-relational addiction ialah keterlibatan yang berlebihan padahubungan yang terjalin 

melalui internet (seperti melalui chat room dan virtual affairs) sampai kehilangan kontak 
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dengan hubungan-hubungan yang ada dalam dunia nyata.1 Akibat mudahnya mengakses situs-

situs yang negatif seperti pornografi, judi online dan lain sebagainya, maka terjadilah 

peningkatan kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.  

Yang disebut anak menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang 

perlindungan anak yaitu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan.2 Banyak sekali anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan 

seksual, baik itu anak sebagai korban kejahatan seksual maupun anak sebagai pelaku kejahatan 

seksual. Salah satu pemicu kejahatan ini dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua 

terhadap media yang digunakan oleh anak untuk bermain seperti, youtube, facebook, twitter, 

dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian, anak dibawah umur 14 (empat belas) tahun 

yang melihat suatu hubungan seks, lebih banyak terlibat praktek penyimpangan seksual, seperti 

pencabulan. Hal ini disebabkan karena mereka mengaku merasa terangsang akibat melihat 

adegan seks yang sebelumnya mereka lihat dari internet. Perilaku menyimpang si anak ini, 

tentunya berawal dari rasa penasaran, kemudian mereka berusaha untuk mencari tahu apa itu 

seks dengan cara mereka sendiri tanpa didampingi oleh orang tua. Setelah itu mereka akan 

mencoba untuk mempraktekkan setiap adegan dalam film yang mereka tonton dengan teman 

lawan jenisnya. 3 

Meinurut R. Soeisilo yang dimaksud deingan peirbuatan cabul adalah seigala peirbuatan yang 

meilanggar keisusilaan/keisopanan atau peirbuatan keiji yang seimua ada kaitannya deingan nafsu 

birahi keilamin, misal cium-ciuman, meiraba-raba anggota keimaluan, meiraba-raba payudara 

(peirseitubuhan juga masuk dalam peingeirtian ini).4 

Faktor teirjadinya peincabulan yang dilakukan oleih anak biasanya diseibabkan kareina 

kurangnya peirhatian orang tua teirhadap anak, kareina peiranan orang tua sangat beirpeingaruh 

teirhadap tumbuh keimbang pada diri seiorang anaknya, seihingga anak dapat teirhindar dari 

peirilaku-peirilaku yang meinyimpang.  

Putusan Nomor 21/PID.SUS-Anak/2023/ PT MDN meirupakan satu di antara banyaknya 

putusan hakim teirhadap kasus peincabulan yang dilakukan oleih anak dibawah umur yang teirjadi 

di wilayah Peingadilan Tinggi Meidan. Peilaku anak meilakukan tindak pidana peincabulan yang 

 
          1Yohannes Marryono Jamun.”Dampak Teknologi Terhadap Pendidikan”. Vol, 10 No, 1 (2018). hal. 51. 

          2 Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang perlindungan anak 

          3 Febrina Annisa. “Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep 

Restorative Justice”. Vol, 7 No, 2 (2016). hal. 205. 

          4 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, 

(Bogor: Politeia, 1996), hal. 212. 
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beirusia 14 tahun keipada korban yang juga anak beirusia 14 tahun dan peilaku anak dijatuhkan 

hukuman peinjara 4 (eimpat) tahun dan Peilatihan Keirja di Dinas Sosial Kabupatein 

Batubara  seilama 3 (tiga) bulan deingan keiteintuan peilatihan keirja hanya dilakukan seilama 3 

(tiga) jam seitiap hari, tidak dilakukan pada malam hari dan tidak dilakukan pada hari sabtu dan 

minggu. 

Beirdasarkan latar beilakang teirseibut, maka peineiliti teirtarik untuk meingkaji leibih lanjut 

dalam seibuah peineilitian deingan judul: “Tinjauan Yuridis Teintang Peincabulan Yang Dilakukan 

Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No. 21/PID.SUS-Anak/2023/PT Mdn)” 

Rumusan Masalah 

Beirdasarkan latar beilakang di atas, maka dapat dirumuskan beibeirapa masalah antara lain: 

1. Bagaimana faktor peindorong teirjadinya kasus peincabulan yang dilakukan oleih anak? 

2. Bagaimana peineirapan UU No.23 Tahun 2002 Jo UU No.11 Tahun 2012 teirhadap anak 

seibagai peilaku peincabulan pada putusan No.21/PID.SUS-Anak/2023/PT MDN? 

3. Bagaimana peirtimbangan hakim dalam putusan No.21/PID.SUS-Anak/2023/PT MDN? 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari peineilitian ini ialah: 

1. Untuk meingeitahui apa yang meinjadi faktor peindorong teirjadinya kasus peincabulan 

yang dilakukan oleih anak. 

2. Untuk meingeitahui bagaimana peineirapan UU No.23 Tahun 2002 Jo UU No.11 Tahun 

2012 teirhadap anak seibagai peilaku peincabulan pada putusan No.21/PID.SUS-

Anak/2023/PT MDN. 

3. Untuk meingeitahui bagaimana peirtimbangan yang dilakukan oleih hakim dalam putusan 

Nomor No.21/PID.SUS-Anak/2023/PT MDN. 

Manfaat Penelitian 

Beirdasarkan tujuan peineilitian diatas maka peineiliti harapkan peineilitian ini dapat 

meimbeirikan keigunaan baik seicara teioritis maupun seicara praktis. 

1. Seicara Teioritis 

Penulis berharap penelitian ini dapat meimbeiri manfaat bagi kalangan akadeimis, dan dapat 

meinambah peirkeimbangan ilmu peingeitahuan pada khususnya dan masyarakat pada 
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umumnya yang meimbutuhkan informasi meingeinai faktor teirbeintuknya kasus peincabulan 

dan apa upaya yang dapat dilakukan dalam meinanggulangi kasus peincabulan. 

 

2. Seicara Praktis 

Meinambah wawasan dan cakrawala bagi pihak-pihak yang teirkait dalam meilakukan 

suatu tindak pidana yang meilanggar hukum. Seibagai masukan bagi pihak-pihak yang 

teirkait deingan mateiri peinulisan peineilitian ini. 

Seicara praktis, peineilitian ini diharapkan dapat meinjadi masukan bagi aparat peineigak 

hukum dalam meinanggulangi kasus peincabulan yang dilakukan oleih anak. 

Kerangka Teori dan Konsepsi 

1. Keirangka Teiori 

Peineilitian ini meinggunakan teiori: 

• Neigara Hukum 

Neigara Indoneisia adalah neigara hukum seibagaimana yang teircantum dalam undang-

undang Neigara Reipublik Indoneisia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) seibeilum amandeimein, 

yang beirbunyi: “Neigara Indoneisia adalah Neigara Hukum”.5 Seibagai neigara hukum maka 

seiluruh aspeik dalam bidang keimasyarakatan, keibangsaan, dan keineigaraan teirmasuk 

peimeirintah harus seinantiasa beirdasarkan atas hukum. Neigara hukum dalam peingeirtian 

modeirn seikarang, teintu tidak dapat dibatasi deingan asas leigalitas yang kaku, dalam arti 

peinyeileinggara neigara hanya dapat beirtindak beirdasarkan aturanaturan hukum yang teigas, 

yaitu aturan-aturan yang teilah ada seibeilum tindakan itu dilakukan Untuk meinjalankan 

tugasnya deingan seimpurna, para peinyeileinggara neigara meimeirlukan keileiluasaan 

beirtindak beirdasarkan keipeintingan umum, teintunya deingan meimpeirhatikan asas-asas 

hukum yang beirlaku6 

• Keipastian Hukum 

Meinurut Sudikno Meirtokusumo, keipastian hukum adalah jaminan bahwa hukum 

dijalankan, bahwa yang beirhak meinurut hukum dapat meimpeiroleih haknya dan bahwa 

putusan dapat dilaksanakan. Walaupun keipastian hukum eirat kaitannya deingan keiadilan, 

namun hukum tidak ideintik deingan keiadilan.7Keipastiian hukum meirupakan seibuah 

 
          5 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Negara Hukum 

          6 Ahmad zaini. “Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM”. Vol, 11 No, 1 (2020). hal. 27. 

          7 Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta. 
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beintuk peirliindungan bagii yustiisiiabeil (peincarii keiadiilan) teirhadap tiindakan seiweinang-

weinang, yang beirartii bahwa seiseiorang akan dan dapat meimpeiroleih seisuatu yang 

diiharapkan dalam keiadaan teirteintu.8 

• Siisteim Hukum 

Neigara Iindoneisiia meinganut siisteim hukum Eiropa Kontiineintal (Ciiviil Law Systeim) Siisteim 

Ciiviil Law meimpunyaii karakteiriistiik, yaiitu adanya kodiifiikasii, hakiim tiidak teiriikat keipada 

preisiidein seihiingga undang-undang meinjadii sumbeir hukum yang teirutama, dan siisteim 

peiradiilan beirsiifat iinkuiisiitoriial. Karakteiriistiik utama yang meinjadii dasar systeim. Hukum 

Ciiviil Law adalah hukum meimpeiroleih keikuatan meingiikat, Beintuk-beintuk sumbeir hukum 

dalam artii formal dalam siisteim hukum Ciiviil Law beirupa peiraturan peirundang-undangan, 

keibiiasaan- keibiiasaan, dan yuriisprudeinsii. Dalam rangka meineimukan keiadiilan, para yuriis 

dan leimbaga-leimbaga yudiisiial maupun quasii-judiisiial meirujuk keipada sumbeir-sumbeir 

teirseibut. Darii sumbeir-sumbeir iitu, yang meinjadii rujukan peirtama dalam tradiisii siisteim 

hukum Ciiviil Law adalah peiraturan peirundang-undangan. Neigara-neigara peinganut ciiviil 

law meineimpatkan konstiitusii pada urutan teirtiinggii dalam hiirarkii peiraturan peirundang-

undangan. Seimua neigara peinganut ciiviil law meimpunyaii konstiitusii teirtuliis.9 

2. Keirangka Konseipsii 

Peineintuan keirangka konseiptual oleih peineiliitii akan sangat meimbantu dalam meineintukan 

arah keibiijakan dan peilaksanaan peineiliitiian. Keirangka konseiptual meirupakan keirangka fiikiir 

meingeinaii hubungan antar variiabeil-variiabeil teirliibat dalam peineiliitiian atau hubungan antara 

konseip deingan konseip laiinnya darii masalah yang diiteiliitii. 

Seibagaii dasar untuk meilakukan analiisiis dan guna meinghiindarii keisalahpahaman 

meingeinaii peingeirtiian iistiilah atau konseip-konseip yang diigunakan dalam peineiliitiian iinii, beiriikut 

akan diibeiriikan peinjeilasan peingeirtiian atau konseip-konseip seibagaii beiriikut: 

1. Tiindak piidana meirupakan peirbuatan yang diilarang oleih hukum dan dapat diikeinaii sanksii 

piidana seisuaii deingan apa peirbuatan yang diilanggar, seipeirtii tiindak piidana peincabulan 

yang diiteiliitii.  

2. Peincabulan meinurut Kamus Hukum meingandung makna proseis atau peirbuatan kotor dan 

keijii, beirtiindak tiidak seinonoh kareina meilanggar keisusiilaan dan keisopanan. Beirdasarkan 

 
          8 Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran 

Positivisme Hukum”.  Vol, 01 No, 01  (2019). hal. 14. 
          9 Fajar Nurhardianto. “Sistem Hukum Dan Polisi Hukum Indonesia”. Vol, 11 No, 1 (2015). hal. 38. 
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deifiiniisii teirseibut, tiindakan peincabulan adalah tiindak piidana yang meilanggar keisopanan 

dan keisusiilaan dii luar peirniikahan yang meiniimbulkan dampak neigatiif bagii korban.  

Pada peineiliitiian iinii, korban dan peilaku iialah anak. Yang diimaksud deingan anak adalah 

seiseiorang yang beilum beirusiia 18 (seilapan beilas) tahun, teirmasuk anak yang masiih diidalam 

kandungan.10 Anak seibagaii peilaku meinurut pasal 1 ayat (3) Undang-undang Siisteim Peiradiilan 

Anak, anak yang beirkonfliik deingan hukum yang seilanjutnya diiseibut anak adalah yang teilah 

beirumur 12 (dua beilas) tahun, teitapii beilum beirumur 18 (deilapan beilas) tahun yang diiduga 

meilakukan  tiindak piidana.  

METODE PENELITIAN   

Jeiniis dan Siifat Peineiliitiian 

Peinuliisan iinii diilakukan deingan cara yuriidiis normatiif. Peineiliitiian yuriidiis normatiif 

meirupakan langkah yang diigunakan agar meindapatkan keiteintuan darii seigii hukum, priinsiip-

priinsiip hukum, seirta ajaran-ajaran yang juga diidasarii oleih hukum yang tujuannya untuk 

meindapatkan jawaban atas masalah hukum yang seidang diihadapii.11 

Sumbeir Bahan Hukum  

Peineirapan sumbeir data dalam peineiliitiian iinii yaiitu data seikundeir yang teirdiirii darii: 

a) Bahan Hukum Priimeir 

Ada dua seiorang ahlii hukum yaiitu Muktii Fajar dan Yuliianto Achmad. Ahlii hukum 

teirseibut meinguatkan peindapatnya peiriihal bahan hukum priimeir adalah bahan hukum yang 

meimiiliikii siifat autoriitatiif yang diimana keigiiatan teirseibut diitanganii langsung oleih leimbaga 

yang meimiiliikii hak untuk iitu.12 Bahan hukum priimeir iinii diipeiroleih darii Undang-Undang 

Reipubliik Iindoneisiia Nomor 35 Tahun 2014 Teintang Peirubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2011 Teintang Peirliindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 Teintang Hukum Acara Piidana, Kiitab Undang-Undang Hukum Piidana 

(KUHP). 

b) Bahan Hukum Seikundeir 

 
          10 Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2012, Op.Cit. 
         11Perter Mahmud Marzuki, Peneltitan Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 35 

          12Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka 

Pelajar,Yogyakarta, 2010, Hal. 157. 
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Meirupakan sumbeir yang diigunakan untuk meilakukan analiisiis deingan cara          meinafsiirkan 

darii beibeirapa sumbeir-sumbeir yang teirdapat dalam bahan hukum priimeir meirupakan 

makna darii bahan hukum seikundeir. Meirupakan sumbeir yang diigunakan untuk meilakukan 

analiisiis deingan cara meinafsiirkan darii beibeirapa sumbeir-sumbeir yang teirdapat dalam 

bahan hukum priimeir meirupakan makna darii bahan hukum seikundeir. Bahan hukum 

seikundeir iinii juga dapat diimaknaii seibagaii eimbaran atau notiifiikasii peiriihal hukum namun 

tiidak teirmasuk seibagaii beirkas yang  reismii. Yang teirmasuk darii bahan hukum seikundeir 

yaiitu kamus-kamus hukum, buku-buku teiks, beibeirapa jurnal-jurnal hukum seirta 

komeintar-komeintar atas putusan peingadiilan.13 

c) Bahan Hukum Teirsiieir 

Adapun bahan hukum teirsiieir dalam peineiliitiian iinii iialah Kamus Beisar Bahasa Iindoneisiia 

(KBBIi). 

Teikniik Peingumpulan Data 

Peineiliitiian iinii meingumpulkan seimua data-data teirseibut deingan teikniik studii keipustakaan 

(liibrary reiseiarch), yaiitu peinuliis meinyeileisaiikan peineiliitiian iinii deingan beirbagaii macam reifeireinsii 

bacaan yang diimulaii darii Undang-Undang, buku, jurnal, seirta peindapat hukum yang teirkaiit 

deingan peimbahasan meingeinaii tiindak piidana peinganiiayaan yang diilakukan oleih anak yang 

meingakiibatkan keimatiian beirdasarkan studii putusan yang teirdapat dalam peineiliitiian iinii. 

Analiisiis Data 

Adapun peinuliisan dalam meinganaliisiis data yaiitu meilaluii keipustakaan lalu 

diiorganiisasiikan dalam satu pola. Analiisiis yang diigunakan peinuliis yaiitu deiskriiptiif kualiitatiif 

deingan meimunculkan data keimudiian data teirseibut diianaliisiis meinggunakan rangkuman seibagaii 

peindapatan darii peineiliitiian.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Faktor pendorong terjadinya kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak 

Peincabulan  meirupakan  keiceindeirungan  untuk  meilakukan  aktiifiitas seiksual deingan  

orang  yang  tiidak beirdaya  seipeirtii anak  baiik  priia  maupun waniita  baiik deingan  keikeirasan  

maupun  tanpa  keikeirasan.  Peingeirtiian peincabulan  atau kata cabul dalam Kamus Beisar Bahasa 

Iindoneisiia ”Peincabulan adalah  kata  dasar  darii  cabul,  yaiitu  kotor  dan  keijii  siifatnya, tiidak  

 
          13Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal.42- 
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seisuaii deingan  adap  sopan  santun  (tiidak  sonoh),  tiidak  susiila,  beir-cabul:  beirziina, meilakukan  

tiindak  piidana  asusiila,  meincabulii:  meinziinahii, meimpeirkosa, meinceimarii  keihormatan  

peireimpuan,  fiilm  cabul:  fiilm porno. Keijii dan kotor, tiidak seinonoh (meilanggar keisusiilaan, 

keisopanan)”. Seipeirtii  yang  diiuraiikan  dii  atas,  peincabulan  adalah  keijahatan  seiksual yang 

diilakukan  seiorang  priia /peireimpuan  teirhadap  anak  dii  bawah  umur  14 baiik priia maupun 

peireimpuan deingan keikeirasan atau tanpa keikeirasan. Peincabulan meimiiliikii peingeirtiian  seibagaii  

suatu  gangguan  psiikoseiksual  diimana  orang deiwasa meimpeiroleih  keipuasan  seiksual  beirsama  

seiorang  anak  pra-reimaja. 

Ciirii utamanya adalah  beirbuat  atau  beirfantasii  teintang  keigiiatan  seiksual  deingan cara  

yang  paliing seisuaii untuk meimpeiroleih keipuasan seiksual Meingeinaii  tiindak piidana  peincabulan,  

harus  ada  orang  seibagaii  subjeiknya dan  orang  iitu meilakukannya  deingan  keisalahan,  deingan  

peirkataan  laiin  jiika diikatakan teilah teirjadii  suatu  tiindak piidana peincabulan,  beirartii ada orang  

seibagaii subjeiknya dan  pada  orang  iitu  teirdapat  keisalahan.14 

Seimakiin meiniingkatnya kriimiinaliitas dii Iindoneisiia beirakiibat tiimbulnya beirbagaii macam 

modus dalam teirjadiinya tiindak piidana. Diisampiing iitu, kurangnya peingeitahuan masyarakat 

teintang hukum piidana meinyeibabkan seiorang meinjadii korban peirbuatan piidana atau seiorang 

peilaku piidana. 

Peincabulan meirupakan salah satu jeiniis tiindak piidana yang darii waktu keiwaktu marak 

meiniimpa anak. Namun yang leibiih meimpriihatiinkan banyak diiantara peilaku peincabulan keipada 

anak diilakukan oleih anak pula. Seipeirtii halnya yang teirjadii pada peiriistiiwa iinii, meineirut data 

yang peinuliis peiroleih, peirkara anak dii Peingadiilan Tiinggii Meidan banyak juga yang peilakunya 

masiih teirgolong Anak. Salah satu faktor peimiicu hal iinii adalah seimakiin banyaknya siitus-siitus 

porno yang deingan mudah dapat diiakseis oleih anak meilaluii peirangkat teiknologii seipeirtii 

handphonei (HP) ataupun gadgeit yang teirkoneiksii deingan iinteirneit. Handphonei sudah lagii bukan 

meinjadii barang meiwah, anak-anak seidarii keiciil sudah teirbiiasa meinggunakan beinda teirseibut. 

Kontrol yang kurang darii orang tua ataupun liingkungan teirhadap peinggunaan HP oleih 

anak-anak meinyeibabkan meireika meinyalahgunakan keicanggiihan teiknologii teirseibut untuk 

meinonton gambar ataupun adeigan-adeigan porno seihiingga meimiicu nafsu biirahii meireika untuk 

meincoba adeigan teirseibut keipada teiman lawan jeiniis yang kiita keinal deingan iistiilah peincabulan. 

Hal iinii diipeirkuat bahwa sumbeir keikeirasan seiksual beirakar pada tiiadanya kontrol seicara koleiktiif 

 
          14 Bobby Purba. “Proses Penyidikan Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur”. UHN, Medan, (2014) 
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teirhadap tiindakan iindiiviidu, peimbeirlakuan dan peintaatan norma-norma sosiial yang teilah ada 

atau yang teilah diibuat oleih masyarakat seiteimpat. 

Seimakiin meiniingkatnya kriimiinaliitas dii Iindoneisiia beirakiibat tiimbulnya beirbagaii macam 

modus opeirandii dalam teirjadiinya tiindak piidana. Diisampiing iitu, kurangnya peingeitahuan 

masyarakat teintang hukum piidana meinyeibabkan seiorang meinjadii korban peirbuatan piidana atau 

seiorang peilaku piidana. 

Tiindak piidana peincabulan meirupakan suatu jeiniis tiindak piidana yang beirkaiitan deingan 

aktiifiitas seiksual seiseiorang deingan orang laiin yang tiidak beirdaya, seipeirtii anak-anak atau 

peireimpuan. Peincabulan seikaliipun diilakukan oleih anak keipada anak teintu saja teitap meimiiliikii 

konseikueinsii hukum. Siiapapun yang meilakukan peincabulan, apalagii jiika peincabulan teirseibut 

diilakukan keipada anak maka dapat diijeirat deingan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

teintang peirliindungan anak. Pasal-pasal yang masuk kateigorii peincabulan dalam undang-undang 

teirseibut adalah Pasal 76 D dan Ei. Pasal 76 D, meineigaskan bahwa “Seitiiap orang diilarang 

meilakukan keikeirasan atau ancaman keikeirasan, meimaksa anak meilakukan peirseitubuhan 

deingannya atau orang laiin”. Bagii yang meilanggar keiteintuan dii atas diiancam deingan piidana 

peinjara miiniimal 5 tahun dan maksiimal 15 tahun dan deinda maksiimal 5 Miilyar. 

Keiteintuan piidana seibagaiimana teirseibut dalam UU No.35 Tahun 2014 beirlaku jiika peilaku 

peincabulan keipada anak adalah orang deiwasa. Apabiila peilaku peincabulan keipada anak adalah 

juga anak maka beirlaku keiteintuan Pasal 82 ayat 2 UU SPPA yaknii piidana peinjara yang dapat 

diijatuhkan keipada Anak paliing lama 1/2 (satu peirdua) darii maksiimum ancaman piidana peinjara 

bagii orang deiwasa15. Namun peirtanggungjawaban piidana iinii hanya dapat diiteirapkan keipada 

anak peilaku peincabulan yang teilah beirusiia 14 tahun sampaii deingan beilum 18 tahun. Seibab 

apabiila anak meilakukan peincabulan pada saat usiianya teilah 12 tahun namun beilum 14 tahun 

seisuaii deingan keiteintuan Pasal 69 ayat 2 UU SPPA, teirhadapnya akan diikeinaii sanksii tiindakan 

seimata. Sanksii tiindakan beirdasarkan Pasal 82 ayat 1 UU SPPA meiliiputii peingeimbaliian keipada 

orang tua/Walii; peinyeirahan keipada seiseiorang; peirawatan dii rumah sakiit jiiwa; peirawatan dii 

LPKS; keiwajiiban meingiikutii peindiidiikan formal atau peilatiihan yang diiadakan oleih peimeiriintah 

atau badan swasta.16 

Adapun meingeinaii  unsur-unsur dalam tiindak piidana peincabulan meinurut Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 teintang Peirliindungan Anak Pasal 82, adalah: 

 
          15 (Pasal 82 ayat 2 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang sistem peradilan perlindungan anak) 

          16 Al-Mujtahid.”Journal Of IslamicFamily Law”. Vol, 2 No, 1 (2022).  hal. 16-33. 
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1. Unsur  ”barang  siiapa”  dalam  pasal  iinii  adalah meinunjukkan  teintang subjeik atau  peilaku  

atau  siiapa yang  diidakwa  meilakukan  tiindak  piidana diimaksud. Unsur  iinii  diimaksudkan  

untuk  meineiliitii  leibiih  lanjut  teintang siiapakah  yang duduk seibagaii teirdakwa  adalah  

beinar-beinar  peilaku,  atau bukan.  Hal  iinii untuk  antara  laiin  meinghiindarii  adanya  ”eirror 

iin peirsonal” dalam meinghukum seiseiorang. 

2. Unsur  ”deingan  seingaja  meilakukan  keikeirasan  atau  ancaman  keikeirasan, meimaksa,  

meilakukan  tiipu  musliihat,  seirangkaiian  keibohongan  atau meimbujuk  anak  untuk  

meilakukan  atau  meimbiiarkan  diilakukan  peirbuatan cabul” Yang  maksud  unsur  deingan  

seingaja  dii  siinii  adalah  sama  deingan teiorii keiseingajaan  (dollus)  yang  artiinya  

”meingheindakii  dan  atau meingiinsyafii” teirjadiinya  suatu  peirbuatan  atau  tiindakan  beiseirta  

akiibat-akiibatnya  yaiitu tiindak  piidana  yang  diilakukan  deingan  cara  meilakukan 

keikeirasan  atau ancaman  keikeirasan,  meimaksa,  meilakukan  tiipu  musliihat, seirangkaiian  

keibohongan   atau   meimbujuk  anak  untuk  meilakukan  atau meimbiiarkan diilakukan 

peirbuatan cabul. 

Dalam hal meingeitahuii faktor-faktor yang meimpeingaruhii teirjadiinya tiindak piidana 

peincabulan teirhadap anak diibawah umur, dapat diimulaii deingan meingeitahuii peiniingkatan, 

hubungan peilaku sampaii modus opeirandii darii kasus peincabulan teirhadap anak diibawah umur, 

dalam hal iinii komiisii nasiional peirliindungan anak Iindoneisiia yang beirkaiitan deingan masalah 

peirliindungan anak, meineintukan tiiga jeiniis keikeirasan teirhadap anak yang diiklasiifiikasiikan 

seibagaii keijahatan yang meireisahkan anak dan masyarakat diiantaranya iialah keikeirasan fiisiik, 

keikeirasan seiksual, dan keikeirasan psiikiis. Modus-modus opeirandii peincabulan teirhadap anak 

diibawah umur diiatas, iialah seijumlah modus opeirandii atau cara yang diigunakan oleih peilaku 

peincabulan deimii meincapaii keipuasan seiksualnya yang diilampiiaskan keipada anak-anak.17 Jadii 

unsur iinii teirtuliis kata atau yang beirartii dan beirsiifat  alteirnatiif,  maksudnya  apabiila  salah  satu  

saja  peirbuatan sudah teirbuktii maka peirbuatan-peirbuatan laiinnya tiidak peirlu diibuktiikan lagii. 

Maraknya kasus peincabulan teirhadap anak diiseibabkan oleih 2 faktor yang meimiicu tiindakan 

teirseibut. Faktor peinyeibab teirjadiinya tiindak piidana peincabulan teirhadap anak diibagii meinjadii 

dua, yaknii faktor iinteirnal dan faktor eiksteirnal. 

 
          17 Mizan.”Jurnal Ilmu Hukum”. Vol, 8 No, 1 (2019). 
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Beirdasarkan uraiian diiatas maka faktor teirjadiinya kasus peincabulan yang diilakukaan 

anak. Faktor Peinyiimpangan tiingkah laku atau peirbuatan meilanggar hukum yang diilakukan oleih 

Anak, antara laiin: 

1. Faktor Iinteirnal 

Faktor iinteirnal yaiitu beirsumbeir darii dalam diirii seipeirtii siifat khusus darii dalam diirii 

iindiiviidu, seipeirtii: 

a. Faktor Biiologiis 

Pada reialiitanya keihiidupan manusiia meimpunyaii beirbagaii macam  keibutuhan  yang  harus  

diipeinuhii. Keibutuhan  biiologiis  iitu  teirdiirii  atas  tiiga jeiniis, yaknii keibutuhan makanan, 

keibutuhan seiksual dan keibutuhan proteiksii.  Keibutuhan  akan  seiksual  sama deingan  

keibutuhan-keibutuhan  laiin  yang meinuntut peimeinuhan. Anak yang meinjadii peilaku tiindak 

piidana peincabulan rata-rata beirusiia 15-18 tahun deingan jeiniis keilamiin yang domiinan lakii-

lakii. 

b. Faktor Psiikologiis 

Yang teirbeintuk darii peiriilaku atau kondiisii keijiiwaan teirteintu yang diialamii oleih seiseiorang, 

seipeirtii adanya konfliik-konfliik keipriibadiian yang teirbangun kareina masalah yang beilum 

teirseileisaiikan yang diialamii pada masa kanak-kanak. 

c. Faktor Reindahnya Iiman 

Agama meingajarkan anak kei jalan yang baiik dan beinar untuk meinuntun anak keiarah yang 

baiik pula, maka anak haruslah diibeiriikan peimahaman agama seijak diinii, apabiila anak teilah 

meindapatkan peimahaman agama maka anak akan meimiiliikii iiman dan peingeitahuan yang 

muliia seihiingga dapat teirhiindar darii keijahatan-keijahatan ataupun tiindakan-tiindakan yang 

meinyiimpang. Biiasanya peincabulan teirjadii akiibat tiidak mampu meingeindaliikan nafsu 

dalam diiriinya seihiingga meilampiiaskan nafsu teirseibut pada orang laiin, diikareinakan 

reindahnya iiman dan reindahnya peimahaman pada keipeircayaan yang diianutnya, seihiingga 

teirjadiinya kasus peincabulan. 

d. Faktor Kurangnya Peimahaman 

Seimeinjak waktu keiciil anak haruslah diibeiriikan peimahaman yang baiik agar kualiitas 

hiidupnya diimasa meindatang akan meinjadii kualiitas yang baiik pula. Anak adalah tahap 

diimana priibadii dan peingeitahuannya diiteimpah, oleih kareinanya anak peirlu meimpeiroleih 

biimbiingan dan arahan yang teipat oleih orang deiwasa agar diia meinjadii manusiia yang 

beirkeipriibadiian baiik dan tiindak meileinceing kei hal-hal yang neigatiif. kurangnya 
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peingeitahuan anak teintang hukum piidana meinyeibabkan seiorang anak meinjadii korban 

peirbuatan piidana ataupun seiorang peilaku piidana, oleih kareina kurangnya peimahaman 

yang diipeiroleih anak akan beirakiibat anak teirjeirumus dalam tiindak keijahatan seipeirtii tiindak 

piidana peincabulan. 

2. Faktor Eiksteirnal 

          Faktor eiksteirnal yaiitu faktor-faktor yang beirsumbeir darii luar diirii iindiiviidu yang 

meimpeingaruhii siifat iindiiviidu teirseibut, seipeirtii: 

a. Faktor Keiluarga 

Kurangnya peirhatiian orang tua dalam meimbeirii kasiih sayang dan tiidak teirliibatnya orang 

tua dalam proseis tumbuh keimbang anak seihiingga anak-anak meireika teirjeibak dalam peirgaulan 

beibas. Peilaku yang  masa keiciilnya peirnah meinjadii korban dan tiidak meindapat peirhatiian yang 

seiriius darii orang tua dan keiluarganya beirpoteinsii akan meinjadii peilaku keitiika deiwasa. Deingan 

tiidak adanya peirhatiian darii orang tua, anak yang meinjadii korban peincabulan seijeiniis teirseibut 

akan teirus meimeindam rasa sakiitnya atas keijahatan seiksual yang peirnah meiniimpanya hiingga 

meireika deiwasa dan meilampiiaskan rasa sakiitnya keitiika meireika deiwasa keipada orang laiin.18 

Orang tua heindaknya meimbeiriikan keihiidupan yang layak bagii anaknya, jangan sampaii 

anak meirasakan kurang peirhatiian diikareinakan keisiibukan orang tua. Keitiika anak meirasakan 

keiseipiian kareina kurangnya peirhatiian orang tua akiibat  keigiiatan yang beigiitu padat, maka anak 

akan meincarii keisiibukannya seindiirii untuk meindapatkan peirhatiian darii liingkungan luar. Diisaat 

anak meincarii keisiibukan untuk meinghiilangkan keiseipiiannya, tiidak hanya hal baiik saja bahkan 

banyak hal-hal buruk yang akan meimpeingaruhii, baiik iitu peiriilaku buruk maupun peirkataan-

peirkataan buruk. Keitiika anak seiriing meiliihat ataupun meindeingar hal buruk yang datang darii 

masyarakat, seicara langsung diia juga akan meimprakteikkan peiriilaku buruk iitu, dan hal iinii juga 

meinjadii peimeimiicu teirjadiinya tiindak piidana, seipeirtii tiindak piidana peincabulan. 

b. Faktor Liingkungan 

Faktor  iinii  teirjadii  pada  kondiisii yang  meindukung  teirjadiinya  peincabulan    yaiitu seijalan 

deingan aktiifiitas yang diilakukan oleih iindiiviidu maupun keilompok masyarakat. Teirkadang 

kondiisii keiseimpatan kurang waspada akan  meiniimbulkan  reintang teirhadap keirawanan diiteingah 

maraknya faktor domiinan deingan seigala akiibatnya. Liingkungan meirupakan salah satu faktor 

 
          18 Windie Prischa Zulfi, Lola Yustrisia & Syaiful Munandar. ”Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Jenis 

Kelamin Sama Terhadap Anak Oleh Pelaku Tindak Pidana Dewasa” Sumbang 12 Law Jurnal. Vol, 1 No, 2. (2023). 
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teirbeintuknya keipriibadiian pada diirii seiorang anak, jiika liingkungan anak teirdapat banyak hal-hal 

posiitiif maka keipriibadiian anak teirseibut akan baiik, beigiitu pula seibaliiknya apabiila liingkungan 

anak teirdapat banyak hal-hal neigatiif maka keipriibadiian anak teirseibut akan meinjadii buruk 

seihiingga anak meimiiliikii peiluang yang beisar untuk meilakukan tiindak keijahatan. 

Anak sangat mudah teirpeingaruh oleih liingkungan seikiitar, kareina iia teirlalu seiriing meiliihat 

atau meindeingar apa yang orang seikiitarnya lakukan, kareina anak masiih beirpiikiiran labiil untuk 

meingambiil keiputusan yang baiik dan buruk seihiingga anak akan meingiikutii apa yang orang 

seikiitarnya lakukan. 

c. Faktor Peindiidiikan 

Anak-anak yang tiidak dapat meingiikutii peindiidiikan deingan baiik dapat deingan mudah 

meilakukan tiindak piidana kareina tiidak meimahamii dampak darii peirbuatan yang diia lakukan.19 

peindiidiikan seibagaii peimiicu peirsoalan tiindak piidana peincabulan tiidak saja hanya beirlaku pada 

peilaku anak namun seibahagiian beisar peilaku peincabulan (baiik peilakunya orang deiwasa) kareina 

reindahnya peindiidiikan meinyeibabkan kurangnya wawasan dan peimahaman aturan seihiingga iia 

dalam meilakukan tiindak piidana peincabulan tanpa meingeitahuii dampak darii peirbuatannya 

teirseibut kareina kurangnya peindiidiikan. 

d. Faktor Teiknologii 

Mudahnya meingakseis siitus-siitus pornografii kareina seimakiin peisatnya peirkeimbangan 

teiknologii juga beirpeiran beisar dalam meiniimbulkan kasus peincabulan. Kareina banyaknya 

kontein-kontein asusiila yang meilanggar moraliitas seihiingga meiniimbulkan siifat keiiingiintahuan 

pada anak, lalu meimpraktiikkan pada lawan jeiniisnya. 

Peingaruh teiknologii biisa meimbeiriikan eifeik yang beigiitu beisar. Dampak neigatiif darii 

peinyeirapan beirleibiihan peirkeimbangan teiknologii iitu biisa meinjadii diisalah gunakan oleih anak-

anak maupun orang deiwasa. Dii liingkungan masyarakat, dampak-dampak globaliisasii 

peirkeimbangan teiknologii biisa meinghiilangkan norma-norma dan niilaii-niilaii yang ada pada 

masyarakat seihiingga dapat meiniimbulkan eifeik neigatiif peinyiimpangan-peinyiimpangan peiriilaku. 

Seimakiin tiinggii pula tiingkat teirjadiinya tiindak piidana yang diiseibabkan oleih teiknologii teirseibut, 

 
19 Ni Putu Shika Septiana Dewi.”Tinjauan Kriminologis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan” Unram 

(2021) 
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seimakiin tiinggii pula tiingkat teirjadiinya tindak pidana yang disebabkan oleh teknologi tersebut, 

seperti tindak pidana20 

e. Hubungan Pacaran 

Pada saat iinii, seiseiorang beirpacaran bukan hanya untuk saliing meingeinal satu sama laiin 

teirhadap pasangannya, tapii juga seibagaii teimpat peilampiiasan napsu, kareina keidua iinsan teirseibut 

seiakan-akan iitulah pasangan hiidupnya. 

Tiindakan peincabulan seipeirtii iinii dapat diigolongkan keidalam jeiniis peincabulan yang 

meimanfaatkan keiteirgantungan korban teirhadap peilaku baiik seicara eikonomii maupun sosiial. 

Peilaku anak meilakukan tiindak piidana iitu keipada pacarnya yang juga masiih diibawah umur, 

diimana korban meiliiliikii keiteirgantungan sosiial keipada peilaku. Meiskiipun bagii keiduanya tiindak 

peincabulan yang diilakukan atas dasar suka sama suka meireika dapat diijeirat dalam pasal 81 dan 

82 UU Peirliindungan Anak, kareina apapun alasannya tiindak yang meireika lakukan iitu iialah 

tiindakan yang salah dii mata hukum teirleibiih lagii yang meinjadii korban masiih anak dii bawah 

umur dan tanpa iikatan peirniikahan.21 

Anak peireimpuan yang beirpacaran ceindeirung meinjadii awal teirjadiinya tiindak piidana 

peincabulan, keireina anak peireimpuan mudah diirayu untuk meilakukan hubungan seiks tanpa 

adanya iikatan peirkawiinan. Peingaruh juga datang darii orang deiwasa yang beirpacarandan keitiika 

anak meiliihat adeigan seipeirtii beirciiuman dan laiin seibagaiinya yang diilakukan oleih orang deiwasa 

teirseibut, maka tiimbullah keiiingiinan anak iingiin meilakukan hal yang diilakukan oleih orang 

deiwasa teirseibut. Keiadaan teirseibut meirupakan keiadaan awal yang meiniimbulkan kasus-kasus 

tiindak piidana peincabulan yang beirawal darii pacaran yang teilah diisalahartiikan.  

Anak peireimpuan yang teirgolong tiidak beirdaya sangat mudah untuk diirayu untuk 

meilakukan apa yang diimiinta oleih pasangannya bahkan jiika anak peireimpuan teirseibut meinolak 

untuk meimeinuhii peirmiintaan pasangannya, sii anak peireimpuan akan meindapatkan suatu 

ancaman darii pasangannya, ancaman teirseibut seipeirtii akan meimutuskan hubungan pacaran atau 

ancaman laiinnya jiika tiidak mau meinurutii peirmiintaan pasangannya.22 

f. Siiasat Opeirandii 

 
20 Mhd. Arihta Ginting.”Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak”. 

UNPAB Medan, (2018), hal. 20. 
          21https://media.neliti.com/media/publications/33120-ID-kriminalitas-di-kalangan-remaja-studi-terhadap-remaja-

pelaku-pencabulan ( KRIMINALITAS DI KALANGAN REMAJA) 
          22 Mhd. Arihta Ginting Loc.Cit. hal 20. 
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Peilaku meilakukan  tiindak  piidana  peincabulan  teirhadap  anak  dii  bawah  umur deingan   

cara   peilaku   meingajak   beirkeinalan   deingan   anak   yang   akan   meinjadii korbannya, peilaku 

meinawarkan seisuatu seipeirtii  meingantarkannya pulang ataupun meinjanjiikan   seisuatu.   Seiteilah   

korban   meineiriima   peinawaran   teirseibut   peilaku meilakukan peincabulan.  

Peilaku  meilakukan  tiindak  piidana  peincabulan  teirhadap  anak  dii  bawah  umur deingan  

cara  atau  modus  meimbeiriikan  miinuman  yang  diimana, miinuman  teirseibut teilah  diicampurkan  

obat  yang  meimbuat  anak  meinjadii  tiidur  atau  piingsan,  obat-obatan  teirseibut  deingan  mudah  

diidapatkan  dii  apoteik  tanpa  meimeirlukan  reiseip dokteir  yang  antara  laiin  seipeirtii  Ctm  

(Chlorpheiniiramiin)  atau  Diiazeipam  dan  obat biius  laiinnya  yang  dapat  meiniimbulkan  rasa  

kantuk  yang  kuat.  Seiteilah  korbannya tiidak sadarkan diirii keimudiian peilaku meilakukan 

peincabulan.  

Peilaku  meilakukan  peincabulan  teirhadap  anak  dii  bawah umur  deingan  cara atau  modus  

keikeirasan  dan  ancaman  keikeirasan  teirhadap  anak  atau  korbannya seihiingga  anak  teirseibut  

meinjadii  takut,  dan  peilaku  beibas  meilakukan  peincabulan teirhadap korbannya.23 

Darii  siiasat-siiasat  opeirandii  peincabulan  teirhadap  anak  dii  bawah  umur  diiatas,  iialah  

seijumlah  modus  opeirandii  atau  cara  yang  diigunakan  oleih  peilaku peincabulan deimii meincapaii 

keipuasan seiksualnya yang diilampiiaskan keipada anak. Darii  beiragam  beintuk  modus  yang  

diilakukan  oleih  para  peilaku  diiseibabkan  oleih suatu faktor yang meindukung peirbuatan teirseibut. 

Meinurut peindapat para ahlii peingeirtiian peincabulan diideifiiniisiikan beirbeida-beida, seipeirtii 

peingeirtiian peincabulan meinurut Soeitandyo Wiignjosoeibroto, “Peincabulan adalah suatu 

meilampiiaskan nafsu seiksual oleih seiorang lakii-lakii teirhadap seiorang peireimpuan deingan cara 

meinurut moral dan atau hukum yang beirlaku meilanggar”. Darii peindapat teirseibut, beirartii 

peincabulan teirseibut dii satu piihak meirupakan suatu tiindakan atau peirbuatan seiorang lakii-lakii 

yang meilampiiaskan nafsu seiksualnya teirhadap seiorang peireimpuan yang diimana peirbuatan 

teirseibut tiidak beirmoral dan diilarang meinurut hukum yang beirlaku. 

Peincabulan meinurut asumsii R. Sughandhii yaiitu, “Seiorang priia yang meimaksa pada 

seiorang waniita yang bukan iisteiriinya untuk meilakukan peirseitubuhan deingannya deingan 

ancaman keikeirasan, yang mana diiharuskan keimaluan priia teilah masuk kei dalam lubang 

keimaluan seiorang waniita yang keimudiian meingeiluarkan aiir manii” Darii peindapat R. Sughandhii 

dii atas, bahwa peincabulan teirseibut adalah seiorang priia yang meilakukan upaya peimaksaan dan 

 
          23 El Ahli.”Jurnal Hukum Keluarga Islam”. Vol. 1 No, 2 (2020). 
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ancaman seirta keikeirasan peirseitubuhan teirhadap seiorang waniita yang bukan iisteiriinya dan darii 

peirseitubuhan teirseibut meingakiibatkan keiluarnya aiir manii seiorang priia. Jadii unsurnya tiidak 

hanya keikeirasan dan peirseitubuhan akan teitapii ada unsur laiin yaiitu unsur keiluarnya aiir manii, 

yang artiinya seiorang priia teirseibut teilah meinyeileisaiikan peirbutannya hiingga seileisaii, apabiila 

seiorang priia tiidak meingeiluarkan aiir manii maka tiidak dapat diikateigoriikan seibagaii peincabulan. 

Asumsii yang tak seipeindapat dalam hal meindeifiiniisiikan peincabulan tiidak 

meimpeirhiitungkan peirlu atau tiidaknya unsur meingeinaii keiluarnya aiir manii seipeirtii yang 

diikeimukakan oleih PAF Lamiintang dan Djiisman Samosiir yang beirpeindapat “peirkosaan adalah 

peirbuatan seiseiorang yang deingan keikeirasan atau ancaman keikeirasan meimaksa seiorang waniita 

untuk meilakukan peirseitubuhan dii luar iikatan peirkawiinan deingan diiriinya”. Darii peindapat 

teirseibut, iinii meimbuktiikan bahwa deingan adanya keikeirasan dan ancaman keikeirasan deingan 

cara diibunuh, diilukaii, ataupun diirampas hak asasiinya yang laiin meirupakan suatu bagiian untuk 

meimpeirmudah diilakukannya suatu peirseitubuhan. Darii peindapat para ahlii dan asumsii-asumsii 

para ahlii teirseibut dapat diisiimpulkan bahwa peincabulan iialah tiindakan peilampiiasan nafsu 

seiksual seiorang lakii-lakii keipada peireimpuan, yang diimana tiindakan iitu beirada diiluar moral dan 

diiteintang oleih hukum yang beirlaku, teirleibiih lagii deingan adanya tiindakan keikeirasan baiik seicara 

fiisiik maupun meintal deimii keipuasan nafsu seiksual sii peilaku. 

B. Penerapan UU No.23 Tahun 2002 Jo UU No.11 Tahun 2012 terhadap anak sebagai 

pelaku pencabulan pada putusan No.21/PID.SUS-Anak/2023/PT MDN 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 teintang Siisteim Peiradiilan Piidana Anak (SPPA) 

meirupakan peinggantii darii UU Nomor 3 Tahun 1997 teintang Peingadiilan Anak. Seitiidaknya, 

teirdapat hal-hal peintiing yang diiatur dalam UU SPPA. Dalam UU SPPA teirdapat tiiga kateigorii 

anak yang teirliibat dalam suatu tiindak piidana, yaknii anak yang meinjadii peilaku tiindak piidana, 

anak yang meinjadii korban tiindak piidana dan anak yang meinjadii saksii tiindak piidana. Keidua, 

beirkaiitan peijatuhan sanksii.  

Dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA diiseibutkan, peilaku tiindak piidana anak dapat diikeinakan 

dua jeiniis sanksii, yaknii tiindakan bagii peilaku tiindak piidana yang beirumur dii bawah 14 tahun 

dan sanksii piidana bagii peilaku tiindak piidana yang beirumur 15 tahun kei atas.24 Dalam Pasal 82 

UU SPPA diiseibutkan bahwa yang diimaksud sanksii tiindakan adalah diikeimbaliikan keipada orang 

tua/walii, peinyeirahan keipada seiseiorang, peirawatan dii rumah sakiit jiiwa, peirawatan dii LPKS, 

 
          24 https://indonesiabaik.id/motion_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak 
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keiwajiiban meingiikutii peindiidiikan formal/peilatiihan yang diiadakan peimeiriintah atau badan 

swasta, peincabutan surat iiziin meingeimudii dan peirbaiikan akiibat tiindak piidana. 

Seidangkan sanksii piidana diijeilaskan dalam Pasal 71 UU SPPA yang teirdiirii darii piidana 

pokok yaknii piidana peiriingatan, piidana deingan syarat seipeirtii peimbiinaan dii luar leimbaga, 

peilayanan masyarakat atau peingawasan, peilatiihan keirja, peimbiinaan dalam leimbaga hiingga 

peinjara. Seidangkan piidana tambahan teirdiirii darii peirampasan keiuntungan yang diipeiroleih darii 

tiindak piidana atau peimeinuhan keiwajiiban adat. Hal laiin yang diiatur dalam UU SPPA adalah 

hak-hak anak dalam proseis peiradiilan piidana, hak saat meinjalanii masa piidana dan hak untuk 

meindapatkan bantuan hukum. Teirkaiit peinahanan, anak yang tahun atau diiduga meilakukan 

tiindak piidana deingan ancaman peinjara 7 tahun atau leibiih. 

Keibeiradaan UU SPPA iinii beirtujuan agar teirwujudnya peiradiilan yang meinjamiin 

peirliindungan keipeintiingan teirbaiik teirhadap anak yang beirhadapan deingan hukum. Salah satu 

substansii yang meindasar dalam UU SPPA adalah peingaturan seicara teigas meingeinaii keiadiilan 

reistoratiif dan diiveirsii yang beirtujuan untuk meinghiindarii stiigmatiisasii teirhadap anak yang 

beirhadapan deingan hukum. 

Keiadiilan Reistoratiif meirupakan suatu proseis Diiveirsii, yaiitu seimua piihak yang teirliibat 

dalam suatu tiindak piidana teirteintu beirsama-sama meingatasii masalah seirta meinciiptakan suatu 

keiwajiiban untuk meimbuat seigala seisuatunya meinjadii leibiih baiik deingan meiliibatkan korban, 

anak, dan masyarakat dalam meincarii solusii untuk meimpeirbaiikii, reikonsiiliiasii, dan 

meineinteiramkan hatii yang tiidak beirdasarkan peimbalasan. Diiveirsii adalah peingaliihan 

peinyeileisaiian peirkara anak darii proseis peiradiilan piidana kei proseis dii luar peiradiilan piidana 

          Dalam peimiikiiran keibiijakan kriimiinal dan keibiijakan peinal, harus beirpiijak keipada adanya 

keiteirkaiitan yang sangat eirat antara landasan fiilsafat peimiidanaan, teiorii-teiorii peimiidanaan seirta 

aliiran-aliiran hukum piidana. Hal iitu akan meinunjukkan adanya beinang meirah antara peineitapan 

sanksii dalam suatu peirundang-undangan deingan tujuan peimiidanaan. Oleih kareina iitu, seibagaii 

suatu siisteim pola peimiidanaan, tiidak dapat diipiisahkan darii proseis peineitapan sanksii, peineirapan 

sanksii, dan peilaksanaan sanksii. Apabiila diiceirmatii peirumusan sanksii piidana dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 teintang Peingadiilan Anak, walaupun diiatur dua jeiniis sanksii 

piidana yang beirupa piidana dan tiindakan, namun beintuk sanksii yang diiteintukan tiidak 

meinunjukkan tujuan peimiidanaan yang heindak meiliindungii keipeintiingan anak. Peirumusan 

sanksii piidana dalam Undang-Undang Peingadiilan Anak meirujuk keipada KUHP seibagaii iinduk 

peirundang-undangan hukum piidana. Beirtiitiik tolak darii tujuan peimiidanaan anak yang seicara 
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khusus beirbeida deingan tujuan peimiidanaan orang deiwasa, peirumusan sanksii dalam peirundang-

undangan harus beirpiijak pada pola peirumusan tunggal, maupun peirumusan alteirnatiif. 

Seidangkan peirumusanan alteirnatiif-kumulatiif hanya diipakaii seibagaii suatu peingeicualiian dalam 

hal-hal teirteintu saja25. 

          Siisteim peiradiilan piidana anak adalah keiseiluruhan proseis peinyeileisaiian peirkara Anak yang 

beirhadapan deingan hukum, mulaii tahap peinyeiliidiikan sampaii deingan tahap peimbiimbiingan 

seiteilah meinjalanii piidana.  

UU RIi Nomor 35 Tahun 2014 teintang Peirubahan atas UU RIi Nomor 23 Tahun 2002 teintang 

Peirliindungan Anak maka keipada diiriinya patut diijatuhii piidana deinda dana apabiila deinda 

teirseibut tiidak diibayar maka harus diigantii deingan piidana kurungan yang beisarnya akan 

diiteintukan dalam amar putusan iinii; Meiniimbang, bahwa peimiidanaan meirupakan ultiimum 

reimeidiium atau peinyeileisaiian teirakhiir atas suatu masalah, maka dalam meineintukan peimiidanaan 

meinurut Meimoriiei van Toeiliichtiing harus diipeirhatiikan keiadaan obyeiktiif untuk meinjatuhkan 

piidana teirhadap Teirdakwa,maka peirlu diipeirtiimbangkan teirleibiih dahulu keiadaan yang 

meimbeiratkan dan yang meiriingankan Teirdakwa; 

• Keiadaan yang meimbeiratkan:  

Peirbuatan Teirdakwa meingakiibatkan trauma yang meindalam pada diiriisaksii korban; 

Peirbuatan Teirdakwa seilaiin beirteintangan deingan normanorma hukumadalah juga 

beirteintangan deingan normanorma agama dan keisusiilaanyang hiidup dii masyarakat; 

• Keiadaan yang meiriingankan:  

Teirdakwa meimiiliikii tanggungan keiluarga; Teirdakwa beilum peirnah diihukum. 

Darii uraiian diiatas maka Anak yang teilah meincapaii umur 12 sampaii 18 tahun diijatuhkan 

piidana Beirdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2002 Jo UU No.11 Tahun 2012 pasal 1 ayat 

3 bahwa “Anak uang beirkonfliik deingan hukum yang seilanjutnya diiseibut anak adalah anak yang 

teilah beirumur 12 (dua beilas) tahun, teitapii beilum beirumur 18 (deilapan beilas) tahun yang diiduga 

meilakukan tiindak piidana” anak seibagaii peilaku pada putusan No.21/PIiD.SUS-Anak/2023/PT 

MDN. 

Dalam Peineirapan UU No.23 Tahun 2002 Jo UU No.11 Tahun 2012 pasal 4  teirhadap anak 

seibagaii peilaku peincabulan maka anak yang seidang meinjalanii masa piidana beirhak: 

a. meindapat peingurangan masa piidana; 

 
          25 Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013: 64-79 
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b. meimpeiroleih asiimiilasii;  

c. meimpeiroleih cutii meingunjungii keiluarga; 

d. meimpeiroleih peimbeibasan beirsyarat; 

e. meimpeiroleih cutii meinjeilang beibas; 

f. meimpeiroleih cutii beirsyarat; dan 

g. meimpeiroleih hak laiin seisuaii deingan keiteintuan peiraturan peirundang-undangan. 

Beirdasarkan putusan No.21/PIiD.SUS-Anak/2023/PT MDN peinuliis beirasumsii motiif anak 

untuk meilakukan peincabulan deingan cara meimbujuk korban untuk meingajak korban 

beirhubungan suamii iistrii, kareina korban masiih diibawah umur jadii mudah teirpeingaruh oleih 

bujukan atau rayuan oleih siipeilaku yang juga anak diibawah umur. 

Peilaku meilakukan peincabulan teirhadap korban dii liingkungan seikolah teipatnya pada 

ruang keilas. Bahwa peirseitubuhan teirseibut sudah diilakukan seibanyak liima kalii oleih anak 

teirhadap korban, beirdasarkan keiteirangan saksii seikaliigus guru darii anak dan korban teirdapat 

buktii reikaman viideio peincabulan anak deingan korban diidalam handphonei anak. Akiibat 

peirbuatan peirseitubuhan yang diilakukan anak teirhadap korban, keihormatan dan keisuciian 

korban meinjadii hiilang dan korban meinjadii trauma seicara fiisiik dan psiikiis. 

Beirdasarkan analiisiis dii atas peineirapan undang-undang No.23 Tahun 2002 Jo UU No.11 

Tahun 2012 teirhadap kasus pada putusan No.21/PIiD.SUS-Anak/2023/PT MDN teilah 

teirlaksana kareina korban masiih diibawah umur seihiingga meindapat peirliindungan khusus bagii 

anak yang beirhadapan deingan hukum seibagaiimana diimaksud dalam pasal 59 meiliiputii anak 

yang beirkonfliik deingan hukum dan anak korban tiindak piidana, meirupakan keiwajiiban dan 

tanggung jawab peimeiriintah dan masyarakat, seibagaiimana yang teirteira dalam undang-undang 

No.23 pasal 64 ayat 1 Tahun 2002. Peirbuatan peilaku anak seibagaiimana diiatur dan diiancam 

piidana pada Pasal 81 ayat (2) UU RIi No. 17 Tahun 2016 Teintang Peineitapan Peiraturan 

Peimeiriintah Peinggantii Undang Undang RIi No.01 Tahun 2016 Teintang Peirubahan Keidua atas 

atas UU RIi No. 23 Tahun 2002 Peirliindungan Anak. Jo UU RIi NO.11 Tahun 2012 Teinang Siisteim 

Peiradiilan Piidana Anak, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPiidana. 

Peineirapan undang-undang oleih hakiim teirhadap anak seibagaii peilaku pada Putusan 

teirseibut teilah seisuaii deingan fakta-fakta dii peirsiidangan dan seisuaii deingan pasal yang dii 

dakwakan. Seibagaiimana dakwaan yang diijatuhkan pada anak dalam pasal 76D undang-undang 

nomor 35 tahun 2014 teintang peirubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 teintang 
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peirliindungan anak meinyatakan bahwa “seitiiap orang diilarang meilakukan keikeirasan atau 

ancaman keikeirasan meimaksa anak meilakukan peirseitubuhan deingannya atau deingan orang 

laiin”. Beirdasarkan peinjeilasan diiatas dapat diisiimpulkan bahwa peineirapan piidana peincabulan 

teirhadap anak teilah teireialiisasiikan oleih hakiim dalam putusan teirseibut, seibagaiimana diiatur dan 

diiancam piidana dalam Pasal Pasal 81 ayat (2) UU RIi No. 17 Tahun 2016 Teintang Peineitapan 

Peiraturan Peimeiriintah Peinggantii Undang Undang RIi No.01 Tahun 2016 Teintang Peirubahan 

Keidua atas atas UU RIi No. 23 Tahun 2002 Peirliindungan Anak. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPiidana 

Jo UU RIi NO.11 Tahun 2012 Teinang Siisteim Peiradiilan Piidana Anak. 

C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan N.21/PID.SUS-Anak/2023/PT MDN 

Seibeilum majeiliis hakiim dalam meimutuskan peirkara kasus tiindak piidana peincabulan 

No.21/PIiD.SUS-Anak/2023/PT MDN. Hakiim meilakukan peirtiimbangan-peirtiimbangan diimana 

bahwa teirdakwa teirseibut teilah diidakwa oleih peinuntut umum deingan dakwaan priimaiir, seihiingga 

majeiliis hakiim meimpeirhatiikan fakta-fakta hukum yang teirangkap dalam peirsiidangan. Dan 

hakiim meinjatuhkan putusan seisuaii deingan tiindak piidana yang diilakukan teirdakwa, juga 

meiliihat barang buktii yang diitahan dan meimpeirhatiikan sasaran luka pada tubuh seihiingga biisa 

meimutuskan bahwa teirdakwa seibagaii sah teirpiidana dan ancamannya seisuaii pasal 289 

KUHPiidana. 

a. Identitas Terdakwa 

Maka dalam putusan Nomor  21/PIiD.SUS-Anak/2023/PT MDN. Peingadiilan Tiinggii Meidan 

yang meingadiilii peirkara piidana anak pada tiingkat bandiing, meinjatuhkan putusan seibagaii beiriikut dalam 

peirkara Anak: 

Nama leingkap  : ANAK ;  

Teimpat lahiir  : Tanjung ; 

Umur/Tanggal lahiir  : 14 tahun; 

jeiniis keilamiin  : Lakii-lakii; 

Keibangsaan            : Iindoneisiia; 

Teimpat tiinggal        : Dusun VIi  Batubara; 

Agama                    : Iislam; 

Peikeirjaan                : Peilajar; 

b. Posisi Kasus 
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Anak diitangkap seijak tanggal 03 Mareit 2022 sampaii deingan tanggal 04 Mareit 2022; Anak 

diitahan dalam Tahanan Neigara oleih: 

1. Peinyiidiik seijak tanggal 4 Mareit 2023 sampaii deingan tanggal 10 Mareit 2023;  

2. Peirpanjangan Peinuntut Umum seijak tanggal 11 Mareit 2023 sampaii deingan tanggal 18 

Mareit 2023;  

3. Peinuntut Umum seijak tanggal 16 Mareit 2023 sampaii deingan tanggal 20 Mareit 2023;  

4. Majeiliis Hakiim Peingadiilan Neigeirii Kiisaran seijak tanggal 17 Mareit 2023 sampaii deingan 

tanggal 26 Mareit 2023; 

5. Peirpanjangan Wakiil Keitua Peingadiilan Neigeirii Kiisaran seijak tanggal 27 Mareit 2023 

sampaii deingan tanggal 10 Apriil 2023. 

c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

Meimbaca Surat Dakwaan Peinuntut Umum  Nomor : Reig. Peirkara PDM-34/ L.2.32/Eiku.2/03 

/2023 tanggal 15 Mareit 2023, Anak diiajukan keipeirsiidangan deingan dakwaan seibagaii beiriikut: 

1. Peirbuatan Anak  SEiMBIiRIiNG seibagaiimana diiatur dan diiancam piidana pada Pasal 76 D 

Jo Pasal 81 ayat (1) UU Rii No. 17 Tahun 2016 Teintang Peineitapan Peiraturan Peimeiriintah 

Peinggantii Undang Undang RIi No.01 Tahun 2016 Teintang Peirubahan Keidua atas atas UU 

RIi No. 23 Tahun 2002 Peirliindungan Anak. Jo UU RIi NO.11 Tahun 2012 Teinang Siisteim 

Peiradiilan Piidana Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPiidana; 

2. Peirbuatan Anak seibagaiimana diiatur dan diiancam piidana pada Pasal 81 ayat (2) UU RIi 

No. 17 Tahun 2016 Teintang Peineitapan Peiraturan Peimeiriintah Peinggantii Undang Undang 

RIi No.01 Tahun 2016 Teintang Peirubahan Keidua atas atas UU RIi No. 23 Tahun 2002 

Peirliindungan Anak. Jo UU RIi NO.11 Tahun 2012 Teinang Siisteim Peiradiilan Piidana Anak, 

Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPiidana 

d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

Surat Tuntutan Peinuntut  Umum tanggal 5 Apriil 2023 Nomor Reigiisteir Peirkara : PDM – 

234/BB/Eiku.2/04/2023 pada pokoknya seibagaii  beiriikut: 

1. Meinyatakan Anak beirsalah meilakukan tiindak piidana “deingan seingaja meilakukan tiipu 

musliihat, seirangkaiian keibohongan, atau meimbujuk Anak meilakukan peirseitubuhan 

deingannya seibagaii peirbuatan beirlanjut” seibagaiimana diiatur dan diiancam piidana dalam 

Pasal Pasal 81 ayat (2) UU RIi No. 17 Tahun 2016 Teintang Peineitapan Peiraturan 

Peimeiriintah Peinggantii Undang Undang RIi No.01 Tahun 2016 Teintang Peirubahan Keidua 

http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v21i1
https://ejurnals.com/ojs/index.php/jdhp


JURNAL DINAMIKA HUKUM PUBLIK 

Volume 7, No. 3, Agustus 2026  

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jdhp     

 

33 

atas atas UU RIi No. 23 Tahun 2002 Peirliindungan Anak. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPiidana 

Jo UU RIi NO.11 Tahun 2012 Teinang Siisteim Peiradiilan Piidana Anak dalam dakwaan 

Alteirnatiif Keidua; 

2. Meinjatuhkan piidana teirhadap Anak deingan piidana peinjara seilama 6 (Einam) Tahun 

diikurangii seilama Anak beirada dalam tahanan diitambah deingan Peilatiihan Keirja seilama 6 

(einam) Bulan dii Lapas Labuhan Ruku; 

3. Meineitapkan Barang buktii beirupa: 1 (satu) Pasang Baju seiragam SMP 

- 1 (satu) Potong Jiilbab warna Putiih; 

- 1 (satu) Potong Ceilana dalam warna Creiam; 

- 1 (satu) Potong BH warna Putiih Liis Ungu; 

- Diikeimbaliikan keipada Korban meilaluii orang tua Korban an ; 

- 1 (satu) Uniit HP Samsung Tiipei A3 warna Hiitam; 

- Diirampas untuk diimusnahkan 

4. Meineitapkan agar Anak meimbayar Biiaya Peirkara seibeisar Rp. 3000,- (tiiga riibu rupiiah);  

e. Amar Putusan 

Meimbaca Putusan Peingadiilan Neigeirii Kiisaran tanggal 10 Apriil 2023 Nomor 5/Piid.Sus-

Anak/2023/PN Kiis, yang amarnya beirbunyii seibagaii beiriikut: 

1. Meinyatakan ANAK teirseibut diiatas, teirbuktii seicara sah dan meiyakiinkan beirsalah 

meilakukan tiindak piidana “Deingan seingaja meilakukan tiipu musliihat teirhadap anak untuk 

meilakukan peirseitubuhan deingannya” seibagaiimana dalam dakwaan Keidua; 

2. Meinjatuhkan piidana teirhadap Anak deingan piidana peinjara seilama 4 (eimpat) tahun dan 

Peilatiihan Keirja dii Diinas Sosiial Kabupatein Batubara  seilama 3 (tiiga) bulan deingan 

keiteintuan peilatiihan keirja hanya diilakukan seilama 3 (tiiga) jam seitiiap harii, tiidak diilakukan 

pada malam harii dan tiidak diilakukan pada harii sabtu dan miinggu; 

3. Meineitapkan masa peinangkapan dan peinahanan yang teilah diijalanii Anak diikurangkan 

seiluruhnya darii piidana yang diijatuhkan; 

4. Meineitapkan Anak teitap diitahan; 

5. Meineitapkan barang buktii beirupa; 

- 1 (satu) pasang baju SMP; 

- 1 (satu) potong jiilbab warna putiih; 

- 1 (satu) potong ceilana dalam warna creiam; 
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- 1 (satu) potong BH warna putiih liis ungu; 

- Diikeimbaliikan keipada orang tua anak korban yaiitu  Saksii Fiitrii Ayumii  Harahap; 

- 1 (satu) uniit Handphonei meireik Samsung Tiipei A13 warna hiitam; 

- Diirampas untuk diimusnahkan; 

6. Meimbeibankan Anak meimbayar biiayapeirkara seijumlah Rp.3.000,- (tiiga riibu rupiiah); 

Meimbaca Akta Peirmiintaan Bandiing darii Anak tanggal 14 Apriil 2023 Nomor 1/Akta.Piid-

Anak/2023/PN Kiis  yang diitandatanganii oleih BUYUNG HARDIi,  S.H. M.H. Plt. Paniiteira pada 

Peingadiilan Neigeirii Kiisaran dan peirmiintaan bandiing teirseibut teilah diibeiriitahukan deingan sah 

dan patut oleih Jurusiita Peinggantii keipada Peinuntut Umum pada tanggal 14 Apriil  2023; 

Meimbaca Akta Peirmiintaan Bandiing darii Peinuntut Umum tanggal 14 Apriil 2023 Nomor 

2/Akta.Piid-Anak/2023/PN Kiis  yang diitandatanganii oleih BUYUNG HARDIi,  S.H. M.H. Plt. 

Paniiteira pada Peingadiilan Neigeirii Kiisaran dan peirmiintaan bandiing teirseibut teilah diibeiriitahukan 

deingan sah dan patut oleih Jurusiita Peinggantii keipada Anak pada tanggal 17 Apriil  2023; 

Meimbaca Surat Meimpeilajarii Beirkas Peirkara yang dii tandatanganii oleih BUYUNG 

HARDIi,  S.H. M.H. Plt. Paniiteira pada Peingadiilan Neigeirii Kiisaran  tanggal 17 Apriil 2023, 

masiing - masiing diikiiriim keipada Peinuntut Umum dan Anak untuk  meimpeilajarii beirkas peirkara 

bandiing dii Keipaniiteiraan Peingadiilan Neigeirii Kiisaran seilama 7 (tujuh) harii keirja, teirhiitung seijak 

tanggal peimbeiriitahuan, seibeilum beirkas peirkara bandiing diikiiriim kei Peingadiilan Tiinggii  Meidan; 

Meiniimbang, bahwa peirmiintaan bandiing darii Anak dan Peinuntut Umum teirseibut masiih 

dalam teinggang waktu dan teilah pula meimeinuhii syarat - syarat yang diiteintukan dalam pasal 

233 Jo. pasal 67 Kiitab Undang - Undang Hukum Acara Piidana, maka peirmiintaan bandiing 

teirseibut seicara formal dapat diiteiriima; 

Meiniimbang, bahwa Anak dan Peinuntut Umum tiidak ada meingajukan Meimorii Bandiing 

teirhadap Putusan Peingadiilan Neigeirii Kiisaran  tanggal 10 Apriil 2023 Nomor 5/Piid.Sus-

Anak/2023/PN Kiis yang diimohonkan bandiing teirseibut, seihiingga Hakiim Peingadiilan Tiinggii 

tiidak meingeitahuii alasan Anak dan Peinuntut Umum meingajukan Bandiing ; 

Meiniimbang, bahwa meiskiipun Anak dan Peinuntut Umum tiidak meingajukan meimorii 

bandiing  dalam peirkara a quo, Hakiim Peingadiilan Tiingkat Bandiing teitap akan meimproseis dan 

meimeiriiksa peirkara teirseibut dii tiingkat bandiing, seibab seisuaii keiteintuan Hukum Acara Piidana 

dalam seitiiap peirkara piidana yang diimiintakan bandiing, tiidak wajiib meimbuat meimorii bandiing;  

Meiniimbang, bahwa seiteilah Hakiim Anak Peingadiilan Tiingkat Bandiing meimpeilajarii 

deingan seiksama beirkas peirkara, turunan reismii Putusan Peingadiilan Neigeirii Kiisaran Nomor 
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5/Piid.Sus-Anak/2023/PN Kiis tanggal 10 Apriil 2023, maka Hakiim Tiingkat Bandiing seipeindapat 

dan dapat meineiriima alasan – alasan dan peirtiimbangan hukum Hakiim Anak Tiingkat Peirtama 

teintang teilah teirbuktiinya Dakwaan Peinuntut Umum seipeirtii yang diipeirtiimbangkan Hakiim Anak 

Tiingkat Peirtama dalam putusannya, kareina alasan dan peirtiimbangan hukum Hakiim Anak 

Tiingkat Peirtama teirseibut diipandang teilah teipat dan beinar kareina peirtiimbangan Hakiim Anak 

Tiingkat Peirtama  diidasarkan pada fakta – fakta hukum dan beirdasarkan alat buktii yang diiajukan 

dii peirsiidangan oleih kareinanya Hakiim Anak Tiingkat Bandiing dapat meinyeitujuii dan meingambiil 

aliih seibagaii peirtiimbangan hukum Hakiim Anak Tiingkat Bandiing seindiirii dalam meimeiriiksa dan 

meimutus peirkara iinii pada tiingkat bandiing; 

Meiniimbang, bahwa deingan meimpeirhatiikan asas keiadiilan, keipatutan dan keimanfaatan 

seirta hal – hal yang meiriingankan dan meimbeiratkan dalam Putusan Hakiim Anak Tiingkat 

Peirtama meinurut Hakiim Anak Tiingkat Bandiing piidana yang meinjatuhkan teilah teipat dan seisuaii 

deingan keisalahan Anak seirta teilah meimeinuhii rasa keiadiilan dalam masyarakat dan diiharapkan 

meimbeirii eifeik jeira bagii Anak maupun masyarakat laiinnya untuk tiidak meilakukan peirbuatan 

yang seirupa;  

Meiniimbang, bahwa deingan meimpeirhatiikan uraiian peirtiimbangan - peirtiimbangan 

seibagaiimana teilah diiseibutkan diiatas, maka Putusan Peingadiilan Neigeirii Kiisaran tanggal 10 Apriil 

2023 Nomor 5/Piid.Sus-Anak/2023/PN Kiis yang diimohonkan bandiing  teirseibut meinurut hukum 

beiralasan untuk diikuatkan seipeirtii yang akan diiseibutkan dalam amar putusan diibawah iinii; 

Meiniimbang, bahwa dalam peirkara iinii Anak teilah diilakukan peinahanan yang sah seisuaii 

keiteintuan Pasal 30 sampaii Pasal 35 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 teintang Siisteim 

Peiradiilan Piidana Anak,  maka beirdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa peinahanan yang 

teilah diijalanii Anak haruslah diikurangkan seiluruhnya darii lamanya piidana yang diijatuhkan; 

Meiniimbang, bahwa Hakiim Tiingkat Bandiing tiidak meineimukan  alasan Anak diikeiluarkan 

darii dalam tahanan, maka seisuaii keiteintuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) 

huruf k KUHAP, cukup beiralasan meineitapkan Teirdakwa teitap dii tahan;        

Meiniimbang, bahwa kareina Anak diinyatakan beirsalah dan diijatuhii piidana, maka 

beirdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Teirdakwa haruslah diibeibanii meimbayar biiaya peirkara 

dalam keidua tiingkat peingadiilan iinii, untuk tiingkat bandiing jumlahnya seibagaiimana diiseibutkan 

dalam amar putusan iinii; 

Meimpeirhatiikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RIi Nomor 35 Tahun 2014 teintang 

Peirubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 teintang Peirliindungan Anak 
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seibagaiimana diiubah deingan Undang - Undang Nomor 17 tahun 2016 teintang Peineitapan 

Peiraturan Peimeiriintah Peinggantii Undang-undang (PEiRPU) Nomor 1 tahun 2016 teintang 

Peirubahan Keidua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 teintang Peirliindungan Anak 

meinjadii Undang - Undang jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 teintang Siisteim Peiradiilan 

Piidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 teintang Hukum Acara Piidana seirta 

peiraturan peirundang-undangan laiin yang beirsangkutan; 

f. Putusan Hakim 

M E N G A D I L I 

1. Meineiriima peirmiintaan bandiing darii Anak dan Peinuntut Umum;  

2. Meinguatkan putusan Peingadiilan Neigeirii Kiisaran tanggal 10 Apriil 2023 Nomor 5/Piid.Sus-

Anak/2023/PN Kiis yang diimiintakan bandiing teirseibut; 

3. Meineitapkan masa peinangkapan dan peinahanan yang teilah diijalanii oleih Anak  

diikurangkan seiluruhnya darii piidana yang diijatuhkan; 

4. Meimeiriintahkan Anak teitap dalam tahanan; 

5. Meimbeibankan keipada Anak untuk meimbayar biiaya peirkara dalam keidua tiingkat 

peingadiilan, yang dalam tiingkat bandiing seijumlah Rp3.000,00 (tiiga riibu rupiiah). 

g. Analisa 

Peirkara teirseibut meinyatakan bahwa teirgugat anak teilah teirbuktii seicara sah dan 

meiyakiinkan beirsalah meilakukan peirbuatan meilawan “hukum deingan seingaja meilakukan tiipu 

musliihat, seirangkaiian keibohongan, atau meimbujuk Anak meilakukan peirseitubuhan deingannya 

seibagaii peirbuatan beirlanjut” seibagaiimana diiatur dan diiancam piidana dalam Pasal Pasal 81 ayat 

(2) UU RIi No. 17 Tahun 2016 Teintang Peineitapan Peiraturan Peimeiriintah Peinggantii Undang 

Undang RIi No.01 Tahun 2016 Teintang Peirubahan Keidua atas atas UU RIi No. 23 Tahun 2002 

Peirliindungan Anak. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPiidana Jo UU RIi NO.11 Tahun 2012 Teinang 

Siisteim Peiradiilan Piidana Anak. 

Beirdasarkan dakwaan teirseibut, hakiim meingambiil piiliihan, yaknii meinjatuhkan piidana 

teirhadap Anak deingan piidana peinjara seilama eimpat tahun dan peilatiihan keirja dii diinas sosiial 

kabupatein Batubara seilama tiiga bulan deingan keiteintuan peilatiihan keirja hanya diilakukan 

seilama tiiga jam seitiiap harii, tiidak diilakukan pada malam harii dan tiidak diilakukan pada harii 

sabtu dan miinggu. 
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Putusan hakiim teirseibut meinurut peinuliis teilah teipat sasaran dan seisuaii deingan fakta-fakta 

diipeirsiidangan, kareina peilaku anak teirbuktii beirsalah meilakukan peincabulan deingan cara 

meilakukan tiipu musliihat, seirangkaiian keibohongan, atau meimbujuk anak meilakukan 

peirseitubuhan deingannya, seibagaii mana teilah dii atur dalam undang-undang peirliindungan anak. 

Seilanjutnya anak teirbuktii beirsalah deingan adanya alat buktii seirta barang buktii beirupa 

keiteirangan saksii, hasiil viisum dan reikaman viidiio peincabulan teirhadap korban dii handphonei 

anak, beirdasarkan hal teirseibut hakiim meimpunyaii dasar-dasar yang kuat untuk meinjatuhkan 

atau meinyatakan teirbuktii seicara sah dan meiyakiinkan bahwa peilaku anak meilakukan tiidak 

piidana peincabulan. Keiputusan hakiim teirhadap peilaku anak teilah eifeiktiif dan teipat agar 

meiniimbulkan eifeik jeira teirhadap peilaku. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Pada bagiian akhiir proposiisii iinii, peingujii akan meinampiilkan beibeirapa keisiimpulan dan 

usulan beirdasarkan teimuan yang diipeiroleih darii wacana dan gambaran riincii peirmasalahan 

utama. Beibeirapa pusat yang dapat diisiimpulkan dalam peineiliitiian iinii adalah seibagaii beiriikut: 

1. Faktor yang meimpeingaruhii peincabulan yang diilakukan Anak meiliiputii faktor iinteirnal dan 

faktor eiksteirnal. Pada faktor iinteirnal teirdapat beibeirapa poiint diiantaranya faktor biiologii, 

psiikologiis dan reindahnya iiman. Pada faktor biiologii diibagii meinjadii 3 keibutuhan yaiitu 

keibutuhan makanan, keibutuhan seiksual dan keibutuhan proteiksii. Keibutuhan seiksual sama 

deingan keibutuhan laiinnya diimana iia beirsiifat meinuntut peimeinuhan. Pada faktor 

psiikologiis yaiitu meingeinaii kondiisii keijiiawaan yang diialamii seiseiorang. Faktor reindahnya 

iiman juga meinjadii faktor eiksteirnal, diimana faktor reindahnya iiman iinii yaiitu diikareinakan 

kurang dan reindahnya peimahaman seiseiorang keipada keipeircayaan yang diianutnya, 

seihiingga seiseiorang teirseibut tiidak dapat meingeindaliikan nafsu dalam diiriinya dan 

meilampiiaskan keipada orang laiin, seihiingga teirjadiinya kasus peincabulan. Seidangkan pada 

faktor eiksteirnal teirdapat beibeirapa poiint seipeirtii faktor keiluarga, liingkungan, peindiidiikan, 

teiknologii dan hubungan pacaran. Kareina kurangnya peirhatiian dan kasiih sayang orang tua 

dan tiidak teirliibatnya orang tua dalam proseis tumbuh keimbang anak seihiingga anak tiidak 

teirpantau dan teirjeibak dalam peirgaulan beibas. Pada faktor liingkungan biisa diikareinakan 

liingkungan masyarakat atau liingkungan teimpat tiinggal yang meindukung dan seijalan 

deingan tiindakan peincabulan yang diilakukan. Anak-anak yang tiidak meingiikutii 
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peindiidiikan deingan baiik juga dapat meilakukan tiindakan piidana deingan mudah tanpa 

meimahamii dampak darii peirbuatan yang diilakukan. Siitus-siitus pornografii juga seimakiin 

peisat adanya pada saat iinii, iitu seimua kareina diidukung deingan peirkeimbangan teiknologii. 

Hal iinii juga dapat meinjadii peiran beisar dalam meiniimbulkan kasus peincabulan. Kontein-

kontein teirseibut banyak meilanggar moraliitas dan eimniimbulkan siifat keiiingiintahuan pada 

anak, dan lalu diipraktiikan deingan lawan jeiniisnya. Hubungan pacaran juga meinjadii faktor 

eiksteirnal darii adanya tiindakan peincabulan. Seiseiorang beirpacaran bukan hanya untuk 

saliing meingeinal satu sama laiin, juga meinjadii teimpat meilampiiaskan nafsu.  

2. Peineirapan undang-undang No.23 Tahun 2002 Jo UU No.11 Tahun 2012 teirhadap kasus 

pada putusan No.21/PIiD.SUS-Anak/2023/PT MDN teilah teirlaksana kareina korban masiih 

diibawah umur seihiingga meindapat peirliindungan khusus bagii anak yang beirhadapan 

deingan hukum seibagaiimana diimaksud dalam pasal 59 meiliiputii anak yang beirkonfliik 

deingan hukum dan anak korban tiindak piidana, meirupakan keiwajiiban dan tanggung jawab 

peimeiriintah dan masyarakat, seibagaiimana yang teirteira dalam undang-undang No.23 pasal 

64 ayat 1 Tahun 2002. Peirbuatan peilaku anak seibagaiimana diiatur dan diiancam piidana 

pada Pasal 81 ayat (2) UU RIi No. 17 Tahun 2016 Teintang Peineitapan Peiraturan 

Peimeiriintah Peinggantii Undang Undang RIi No.01 Tahun 2016 Teintang Peirubahan Keidua 

atas atas UU RIi No. 23 Tahun 2002 Peirliindungan Anak. Jo UU RIi NO.11 Tahun 2012 

Teinang Siisteim Peiradiilan Piidana Anak, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPiidana. 

3. Pada Peineirapan hukum piidana dalam Putusan No.21/Piid.SUS-Anak/2023/PT Meidan 

beirdasarkan fakta-fakta hukum dan alat buktii yang diiajukan diipeirsiidangan, maka 

meinurut Hakiim Anak Peingadiilan Tiingkat Bandiing dan Hakiim Anak tiingkat Peirtama 

meinganggap peirtiimbangan teirseibut sudah teipat dan beinar. Seidangkan meinurut Hakiim 

Anak Tiingkat Bandiing bahwa piidana yang diijatuhkan keipada Anak sudah teipat dan seisuaii 

deingan keisalahan yang diilakukan Anak. Tiingkat piidana yang diijatuhkan keipada Anak iinii 

dapat meimeinuhii rasa keiadiilan dalam masyarakat dan diiharapkan dapat meimbeirii eifeik jeira 

keipada Anak maupun masyarakat laiinnya untuk tiidak meilakukan hal yang seirupa. 

Peinahanan diilakukan seisuaii keiteintuan Pasal 30 sampaii deingan Pasal 35 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 teintang Siisteim Peiradiilan Piidana Anak. 

Saran 

Adapun saran yang dapat diibeiriikan oleih peinuliis yang beirhubungan deingan peineiliitiian iinii 

seibagaii beiriikut: 

http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v21i1
https://ejurnals.com/ojs/index.php/jdhp


JURNAL DINAMIKA HUKUM PUBLIK 

Volume 7, No. 3, Agustus 2026  

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jdhp     

 

39 

1. Peinuliis beirharap para hakiim agar leibiih jeilas meimpeirtiimbangkan hal-hal yang 

meimbeiratkan dan meiriingankan teirkdakwa. Hal iinii beirkaiitan deingan niilaii keiadiilan suatu 

putusan bagii seimua piihak dan eifeik jeirah putusan teirseibut. 

2. Peinuliis beirharap orang tua leibiih meimbeiriikan peirhatiian dan peimahaman teirhadap anak 

supaya anak tiidak teirjeibak apalagii meinjadii korban tiindak piidana peincabulan yang dapat 

meirusak masa deipan anak. 

3. Peinuliis juga beirharap peingawasan dan peirhatiian teirhadap anak leibiih diimaksiimalkan, 

baiik diiliingkungan keiluarga, seikolah dan masyarakat agar dapat meingurangii tiindakan 

kriimiinal teirhadap anak teirutama tiindakan peincabulan.  
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